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INTERAKSI SOSIAL PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi
Kota Samarinda)

Hendra'

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui interaksi sosialara pedagang kaki
lima di Pasar pagi dengan Satuan Polisi Pamong &t&pta Samarinda dengan
fokus penelitian yaitu kontak sosial dan komunikagiara pedagang kaki lima
dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Jenis penelitang digunakan penulis
adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun mngk analisis data yang
digunakan yaitu metode analisis interaktif yang upakan rangkaian dari proses
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data plmarikan kesimpulan. Data
dalam penelitian ini diperoleh langsung dari infam melalui wawancara.
Penulis menggunakan tehnik purposive sampling umtekentukan informan
sesuai dengan kriteria yang berkaitan dengan irkeraosial pedagang kaki lima
dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota SamarindardBsarkan hasil
penelitian di lapangan yang telah diperoleh penulisimpulkan bahwa interaksi
sosial antara pedagang kaki lima dengan SatuansP&among Praja ditinjau
dari kontak sosial dan komunikasi sudah terjadimoa belum berjalan dengan
baik hal tersebut didukung dari data hasil wawarecarang mana terdapat
perbedaan pengakuan dari pihak pedagang kaki liswa Satuan Polisi Pamong
Praja. Pihak pedang kaki lima mengaku jarang mekaku interaksi dengan
Satuan Polisi Pamong Praja karena kurangnya intessikontak sosial dan
komunikasi, sementara dari pihak Satuan Polisi PagnBraja mengaku telah
melakukan interaksi dengan pedagang kaki lima lbai kontak sosial maupun
komunikasi.

Kata Kunci: Interaksi Sosial, Pedagang kaki lima, Satuan Pélsmong Praja.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka tingkat peapem tenaga kerja
juga akan tinggi, akan tetapi pada kenyataannyapéuhan ekonomi saat ini
masih terbilang rendah dibanding jumlah pertumbuteraga kerja sehingga
menimbulkan jumlah pengangguran yang tinggi. Sepanyg terjadi pada saat ini
jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencanggiea7,02 juta.

Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhanpgding mendesak
pada masa yang akan datang. Tingkat pertumbuhakatamgkerja yang terus
meningkat seringkali tidak diimbangi dengan tingksrtumbuhan lapangan
kerja. Hal ini membuat mereka yang tidak tertampdisgktor formal terpaksa
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memilih untuk berpartisipasi disektor informal. Meat Badan Pusat Statistik
(BPS) Kota Samarinda jumlah angkatan kerja dalagkatahun 2014 berjumlah
349.362 orang. Dengan jumlah persentase yang lsetpanyak 92,44% atau
322.950 orang dan jumlah orang yang menganggungak&6.411 atau 7,56%.
Diterangkan oleh Sub Bagian Umum Satuan Polisi PaniRvaja Kota Samarinda
Bapak Bambang Irawan bahwa jumlah pedagang kaka I{fPKL) di kota
Samarinda lebih dari 2000 pedagang kaki lima (PKL).

Kegiatan pedagang kaki lima di daerah perkotaakeabang sangat
pesat, hal ini dapat dilihat karena kian hari kimsitambah banyak orang yang
memilih menjadi pedagang kaki lima, sehingga menikdn permasalahan di
wilayah perkotan.

Menyinggung masalah ketertiban pedagang kaki limawidayah
perkotaan yang dianggap tidak mendukung programepetah. Aktivitas
pedagang kaki lima yang menyebabkan permasalahgertisekebersihan,
keindahan, ketertiban, pencemaran serta kemacetanlihtas di perkotaan.
Masalah tersebut dikarenakan kebanyakan dari memeiletakkan peralatan
dagang mereka sembarangan, seperti gerobak makkamanenda-tenda yang
ditempatkan di trotoar, pinggir-pinggir jalan, sertmembuang sampah
disembarang tempat.

Berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah KotariSden&lomor 19
Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Ped&gda Lima yang
berbunyi (1) pengadaan, pemindahan dan penghapis#si pedagang kaki lima
ditetapkan oleh Walikota, (2) Lokasi dan pengatutampat-tempat usaha
pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat {njdk dan ditetapkan oleh
Walikota. (3) Penunjukan dan penetapan tempat-temagaha pedagang kaka
lima sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokdg« dan atau yang dikuasai
oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain. Selanjuttalam Pasal 4 Ayat (1)
menyebutkan “dimana setiap pedagang yang memakasila@imaksud dalam
Pasal 3 Ayat (1) peraturan ini, harus bertangguawgap terhadap ketertiban,
kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta keindéibakitar tempat berdagang
atau berusaha”

Pemerintah mencoba menertibkan para pedagang kaki ¢tengan
menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja disetiaplda®ayangnyamageyang
terbentuk dibenak masyarakat atas kinerja Satubsi Pamong Praja masih jauh
dari sosok ideal, seperti yang diberitakan oleh &arda Pos tentang penertiban
pedagang kaki lima yang ricuh dikarenakan para geas kaki lima merasa
bahwa para petugas Satuan Polisi Pamong Praja &dékdalam melakukan
penertiban, para pedagang kaki lima merasa patngkdkukan tebang pilih, serta
sikap petugas yang tidak konsisten dalam membéttumantuk para pedagang
kaki lima melakukan pembongkaran lapak mereka. ikamada saat penertiban
para pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamaagjg Brlah sepakat agar diberi
kelonggaran dengan dilakukan pembongkaran setengam/n ada petugas lain
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yang mengharuskan beberapa hari kedepan sudah d#@yosgkar semua.
(Dikutip dari Samarinda Pos, di unduh tanggal 18aih2016 pukul 14:30 wita).

Munculnya pandangan yang buruk terhadap sosok is&taksi Pamong
Praja karena seringnya masyarakat melihat aksiyaksy terkesan arogan dari
aparat daerah tersebut saat menjalankan tugasigm daenertibkan pedagang
kaki lima sehingga sering berujung dengan bentrdikdn

Adanya perbedaan pendapat antara pedagang kakidémgan Satuan
Polisi Pamong Praja saat menata pedagang kakidanaSatuan Polisi Pamong
Praja seringkali melakukan penertiban pedagang lkaki dengan cara represif
serta belum adanya sikap kekeluargaan saat meaatandnertibkan pedagang
kaki lima, maka dikatakan bahwa usaha aparat dalamertibkan pedagang kaki
lima ini dinilai kurang baik. Oleh karena itu peddanya interaksi sosial antara
Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang kadj ti@am hal ini berupa
komunikasi yang baik. Para pedagang kaki lima datmeh Polisi Pamong Praja
harus duduk bersama mencari titik tengah permamalagar tidak ada yang
merasa dirugikan.

Berkaitan dari permasalahan tersebut, penulis rilertauntuk
membahasnya sebagai suatu masalah penelitian.g8ahilalam penelitian nanti
akan diketahui bagaimana interaksi sosial antataa8aPolisi Pamong Praja
dengan pedagang kaki lima.

Kerangka Dasar Teori
Interaks Sosal

Menurut Bungin (2008:55) bentuk umum proses sasilah interaksi
sosial, sedangkan bentuk khususnya adalah aktaktagtas sosial. Selanjutnya
ada beberapa pengertian interaksi sosial sepertj gigkemukakan oleh Bonner
(dalam Ahmadi, 1990:54), interaksi sosial adalahtsthubungan antara dua
orang atau lebih individu manusia, dimana kelakuadividu yang satu
mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakudimida yang lain atau
sebaliknya.

Soekanto (1996:67), menyatakan bahwa interaksalsadalah kunci dari
semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksik tialean mungkin ada
kehidupan bersama. Sedangkan menurut Walgito (86PObahwa interaksi
sosial adalah hubungan antara individu satu demghwidu yang lain. Individu
satu dapat mempengaruhi individu lain atau sebgdikiadi terdapat hubungan
timbal balik.

Ciri-ciri Interaksi Sosial
Adapun ciri-ciri interaksi sosial seperti yang datékan oleh Baswori
(2015:139) dalam bukunya yang berjudul pengantsiokuyi seperti berikut:
1. Ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang .
2. Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakanaisatmbol.
3. Ada dimensi waktu (masa lampau, masa kini, dan nmsadatang)
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yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung
4. Ada tujuan-tujuan tertentu dari pelaku interaksiiglo

Syarat-syarat Interaksi Sosial
Menurut Soekanto (2002:65), Syarat terjadinya akeir sosial adalah
adanya kontak sosiadcial contactdan adanya komunikasigmmunicatioh
1. Kontak Sosial $ocial Contagt
a. Antara orang perorangan
b. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok rzanatsu
sebaliknya
c. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok nmataisnya
2. Komunikasi(Communication)

Bentuk-bentuk Interaksi Sosial
Menurut Soekanto (2005:70), bentuk-bentuk intarassial dapat berupa

kerja sama dqooperatiof), persaingan dompetition), dan pertentangan atau
pertikaian ¢onflict). Yang kemudian menurut proses sosialnya dibagijane
dua bagian yaitu proses asosiatif dan proses difoghdapun penjelasan lebih
lanjut tentang prose-proses tersebut adalah sebaghiit:

1. Kerja Samaooperation)

2. Akomodasi Accomodatioh

3. PersainganGompetition

a. Persaingan untuk menyalurkan keinginan-keinginaivida atau
kelompok yang bersifat kompetitif.

b. Persaingan sebagai jalan untuk keinginan kepemtjregata nilai-nilai
pada suatu masa dapat tersalurkan dengan baik noégbka yang
bersaing.

c. Persaingan merupakan alat untuk mengadakan setesiali.

d. Persaingan berfungsi sebagai alat untuk menyaramg warga yang
akhirnya akan menghasilkan pembagian kerja yarigiefe

4. Kontravensi Contravention
5. Pertentangan atau pertikaiaoKflict)

Pedagang Kaki Lima

Menurut pandangan Rachbini (dalam Alisjahbana, Z)0para pedagang
kaki lima yang menjajakan barang dagangannya dbagai sudut kota
sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang ¢aggaharginal, dan tidak
berdaya. Dikatakan marginal, sebab mereka rataeegesih dari arus kehidupan
kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota éndei. Sedangkan dikatakan
tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak téfgandan tidak terlindung oleh
hukum, posisibergaining (tawar menawar) yang lemah sehingga sering kali
menjadi objek penertiban dan penataan kota yarsiféerepresif.
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Mulyanto (2007), menjelaskan pedagang kaki limdadtermasuk usaha
kecil yang berorientasi pada labardfit) layaknya sebuah kewirausahaan.
Pedagang kaki lima mempunyai cara tersendiri dateengelola usahanya agar
mendapat keuntungan. Pedagang kaki lima menjadiajmartunggal yang
menangani usahanya melalui dari perencaan usahaggemkkan usaha
sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahangdahal fungsi-fungsi
manajemen tersebut jarang atau bahkan tidak pemmatteka dapatkan dari
pendidikan formal. Manajemen usaha berdasarkan padgalaman atau cara
pikir mereka yang otomatis terbentuk sendiri beadesn arahan ilmu manajemen
pengelolaan usaha.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tah980
disebutkan bahwa, pedagang kaki lima adalah pedagmmgy tergolong sebagai
pedagang ekonomi lemah yang belum pernah mentiikiusaha, dimana dalam
menjalakan usahanya menggunakan bagian jalan rataart dan tempat-tempat
untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkaagsliempat usaha.

Satuan Polis Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam UndangabhimdNomor 32
Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Remg masih
berpedoman pada Undang Undang Nomor 22 Tahun ¥88ng Pemerintah
Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 TalaBRf&sal 11 Ayat
3 yang isinya “organisasi dan tata kerja SatuamsiPBAmong Praja ditetapkan
dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuairdpagaturan yang ditetapkan
oleh pemerintah”, maka Dinas Polisi Pamong Prajtak®amarinda berpegang
pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangnmeddatuan Polisi
Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja menurut peraturan Dad?atvinsi
Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 Aylatlan 12, dalam ayat 11
disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah pgaatmpgmerintahan daerah
dalam memelihara dan menyelanggarakan ketentraarakedertiban umum serta
menegakkan Peraturan Daerah. Pada ayat 12 diseb8tktaan Polisi Pamong
Praja adalah Aparat Pemerintah Daerah yang melakaartugas Kepala Daerah
dalam memlihara dan menyelenggarakan ketentramankdgertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan KepaealDaSebagai Mana
dimaksudkan pada ayat (11) berpedoman pada perd®eraerintah.

Konflik
Teori-teori konflik menurut Ralf Dahrendrof (dalawurhadiontono:2004)
sebagai berikut:
1. Setiap masyarakat senantiasa berada didalam gresg@sahan yang tidak
pernah berakhir atau dengan kata lain bahwa peanbsdsial merupakan
gejala yang melekat dalam setiap masyarakat.
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2. Seriap masyarakat dalam dirinya terkandung korkitikflik atau dengan
kata lainbahwa konflik merupakan gejala yang melekaam setiap
masyarakat.

3. Setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan asgab bagi
terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahaalsos

4. Setiap masyarakat terintegrasi diatas penguasaandatinasi sejumlah
orang atas orang-orang lain.

Pengertian Konflik

Konflik tidak harus bersiteru, meski situasi inipda menjadi bagian dari
situasi konflik (Pickering, 2004). Konflik merupakakspresi pertikaian antara
individu dengan individu lain, kelompok dengan kefmk lain karena beberapa
alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjd@enya perbedaan antara
dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingan dialami (Pace & Faules,
1994).

Menurut Soekanto (2002), suatu pertentangan atdikggan merupakan
suatu proses dimana individu atau kelompok berusah& memenuhi tujuannya
dengan menantang pihak lawan yang disertai ancdaraatau kekerasan.

Menurut Fisher (dalam Hidayat, 2006) konflik adalalbungan antara
dua pihak atau lebih yang memiliki, atau merasa itil@psasaran-sasaran yang
tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidiigak terhindarkan dan
bersifat kreatif.

Sebab-sebab Konflik

1. Perbedaan antara anggota masyarakat

2. Perbedaan pola kebudayaan, seperti perbedaanstiddad, suku bangsa,
agama, bahasa, paham politik, pandangan hidup dalaya daerah
lainnya.

3. Perbedaan status sosial, seperti kesenjangan aosaah si miskin dan si
kaya.

4. Perbedaan kepentingan antar-anggota masyarakat deaéra pribadi
maupun kelompok, seperti kepentingan politik, ekonaosial, budaya,
agama dan sejenisnya.

5. Terjadinya perubahan sosial, antara lain berupabpdian sistem nilai.

Pola-pola Konflik
Menurut Terry (dalam Winardi, 1994) pola konflikrdei dari empat

macam tahapan. Pertama, timbul suatu krisis tertedisini terlihat adanya
bahaya potensial yang mengancam sistem serta ezi@isfa suatu keadaan
bersangkutan. Mulai terlihat pertentangan pahanaraeserius. Kedua, gejala
eskalasi ketidaksesuaian terjadi, konflik yangadirjnenarik perhatian pembuat
kebijakan. Dirasakan perlu adanya tindakan-tindaé@ektif tertentu, walaupun
pada tahap ini hal tersebut tidak diduga. Ketiganflontasi menjadi pusat
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perhatian, hal ini menyebabkan dadakannya pemlgicgrambicaraan antara
pihak-pihak yang berkonflik baik secara internaluman antara kedua belah
pihak. Pada tahap ini biasanya disampaikan janji-fantuk meneliti keluhan-
keluhan yang ada dan kemudian mulai menyusun rancariuk tindakan
selanjutnya. Keempat, krisis selanjutnya dialihkdalam artian dilakukan
penelitian tentang apakah keluhan dan tuntutan ydisgmpaikan dapat
dibenarkan atau tidak untuk kemudian diambil kegamu penerimaan atau
penolakan.

Proses Penyelesaian Konflik

1. Negosiasi

Prasetyono (2007:34) mengungkapkan bahwa negosdedah suatu
proses yang harus dilalui oleh dua belah pihakkuntencapai kesepakatan.
Memang dalam proses negosiasi ini ada perbedaatapaindan ini adalah
hal yang biasa yang tidak perlu ditanggapi sebagatu penolakan yang
menjurus kearah konflik. Untuk mencapai kata sepakarus ada
musyawarah. Nilai-nilai seperti ini ada dalam maskat kita, tetapi dalam
mencari kata sepakat terkadang terbawa oleh rasad@&g ingin menang
sendiri. Hal seperti ini harus ditiadakan dalamgkanproses menuju kata
sepakat. Dengan demikian negosiasi adalah upayaundiagkan,
membicarakan sesuatu untuk mencapai kata sepakat.
2. Mediasi

Mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian kaoleffigan bantuan
pihak ketiga diluar pihak yang berkonflik dan bedtk sebagai mediator
atau penengah untuk mendorong masing-masing pibp&ya perbedaan-
perbedaan dapat disatukan dan menjadi sebuah kesapadalam rangka
proses penyelesaian konlik hingga masing-masingkpiidak dirugikan.
Mediator merupakan pihak ketiga yang ditunjuk atéerima secara sukarela
oleh pihak yang berkonflik. Kedudukan mediator tersebatas sebagai
penengah atau penasehat dan tidak berwenang mkarbkeputusan.
3. Fasilitasi

Fasilitasi adalah sebuah proses penyelesaian isédraal dengan
melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membaniak yang berkonflik
dalam proses penyelesaian konflik.

M etode Penelitian
Jenis Pendlitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adgmiis penelitian
deskriptif dengan menggunakan metode analisis tatigli seperti yang
dikemukakan Moleong (2008:6) penelitian kualitédfah suatu penelitian yang
bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apg g@atami oleh subjek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motifagndakan dan lainnya secara
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holistik (utuh). Menurut Moleong (2008:6) bahwa deskriptifalh data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukaksaaggka.

Fokus Penelitian
Interaksi Sosial antara pedagang kaki lima dengdna® Polisi Pamong
Praja, yang meliputi:
1. Hubungan Kontak Sosial antara pedagang kaki linmgaie Satuan Polisi
Pamong Praja.
2. Hubungan Komunikasi antara pedagang kaki lima der@gtuan Polisi
Pamong Praja.

Hasil Pendlitian
Hubungan Kontak Sosial antara Pedagang Kaki Lima dengan Satuan Polis
Pamong Praja

Adanya interaksi sosial yang baik dan sering anp@@dagang kaki lima
dengan Satuan Polisi Pamong Praja akan menciptékan sosial yang baik
antara kedua belah pihak, adanya iklim sosial yzaig itu karena keharmonisan
hubungan antara keduanya dalam hal kontak sosiaérts hubungan yang baik
antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi RgrRoaja dimana mereka
akan sering melakukan kontak sosial apa bila adkeketan hubungan yang
terjalin, seperti saling menyapa ataupun salingebau.

Kontak sosial pada dasarnya merupakan aksi daduratau kelompok
dan mempunyai makna bagi pelakunya yang kemudi@mgkap oleh individu
atau kelompok lain. Penangkapan makna tersebutachiepangkal tolak untuk
memberikan reaksi yang bersifat positif maupunseging bersifat negatif.

Dari adanya kontak sosial yang baik akan menciptdéeadaan sosial
yang baik, adapun hubungannya antara pedagandifkakdengan Satuan Polisi
Pamong Praja yaitu akan membuat keadaan yang,temibg mana akan
memudahkan dalam penataan dan pengawasan terhadagapg kaki lima
untuk mendukung Pemerintah dalam rangka pelakegoragram pembangunan
daerah yang aman dan nyaman.

Dalam kontak sosial dapat terjadi hubungan yangtipdsan hubungan
yang negatif. Kontak sosial positif terjadi apakilabungan antara kedua belah
pihak terdapat saling pengertian atau di sampingiga menguntungkan masing-
masing pihak tersebut. Sehingga, biasanya hubudgpat berlangsung lebih
lama atau mungkin dapat berulang-ulang dan mengeadd suatu kerja sama.

Sedangkan kontak negatif terjadi karena hubungatukebelah pihak
tidak melahirkan saling pengertian atau mungkinug#an masing-masing atau
salah satu, sehingga mengakibatkan suatu pertamtatgu perselisihan.
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Tabel Hubungan Kontak Sosial Pedagang Kaki Lima
dengan Satuan Polis Pamong Praja
No Nama Sering melakukan Tidak Sering melakukan
kontak Sosial kontak Sosial

Informan 1
Informan 2
Informan 3
Informan 4
Informan 5
Informan 6
Informan 7 v
Total 1
Sumber Data : Hasil olahan Data Primer
Dari hasil wawancara pedagang kaki lima mengakangrmelakukan

kontak dengan Satuan Polisi Pamong Praja, karenpefayataan pedagang kaki
lima menyatakan bahwa terkadang Satuan Polisi Pgrfoaja hanya sekedar
lewat. Selain itu jarangnya kontak terjadi kareeaggang kaki lima cenderung
menghindari kontak dengan Satuan Polisi Pamon@ Psaperti yang di sebutkan
oleh informan 3 yang telah berjualan selama 15ntahu

“Jarang mas kalau lagi ada satpol pp biasanya kismbunyi dulu

tapi kalau cuma lewat saja kita tetap jualan. Setvanya kita takut-

takut juga jualannya mas, tapi karena cari rejeldurbagaimana lagi.

Untungnya sekarang sudah jarang razia, kalau duduing, mau

hampir setiap hari ada razia. Kalau sekitar 3 tahannsudah jarang,

kecuali kalau lagi ada penilaian Adipura itu serimgzia” (Hasil

wawancara 17 desember 2016)

Sementara hasil wawancara penulis dengan KetuanF@edagang kaki

lima yang mengaku berhubungan baik dan sering mlktak kontak dengan
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
“Baik-baik saja, karna saya sebagai ketua forum pél mau tidak
mau saya yang harus berhadapan dengan satpol pukadla apa-
apa. Kita juga tau ada peraturan tentang pkl jadekharus usaha
biar hubungan sama satpol pp baik. (Hasil wawangarauiari 2017)

ANANANENENEN

N[OOI~ WIN|EF

o

Tabel Hubungan Kontak Sosial Satuan Polis Pamong praja dengan
Pedagang Kaki Lima

No Nama Sering melakukan Tidak sering melakukan
kontak sosial kontak sosial
1 Bpk. Bambang Irawan v
2 Bpk. H. Umar v
3 Bpk. M. Yunan v
Total 3 0

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer
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Berikut ini adalah beberapa kutipan hasil wawanparaulis dengan pihak
Satuan Polisi Pamong Praja mengenai hubungan keota&l antara Satuan Polisi
Pamong Praja dengan pedagang kaki lima :

“Kita melakukan pendekatan secara persuasif, le@gur secara lisan

dan tertulis. Tidak bisa langsung ditertibkan, kitang salah kalau

begitu. Kasian pedagangnya kalau langsung diteaiibklangsung

diangkut barang-barangnya. Kita beri peringatan uwht tidak
berjualan lagi, tapi kalau sudah secara persuasifdah berkali-kali
diperingati tapi masih tetap begitu mau tidak maitterdibkan”.

(Hasil wawancara 25 januari 2017)

Hasil wawancara ini didukung dengan pernyataan Bapman yang
mengatakan bahwa :

“Kita lakukan penertiban sesuai SOP dengan caraspasif terlebih

dahulu, kita sosialisasikan tentang peraturan yaun. Kita tegur

secara lisan dulu, setelah itu teguran secara festdengan surat,

bisa juga kita beri surat panggilan, tapi kalau ntatetap melanggar

kita tertibkan sesuai rencana kerja tahunan yang.akhpi kita lebih

mengutamakan cara yang persuasif, kita menghingandangan

masyarakat yang menganggap satpol pp itu arogda,kenghindari
benturan dengan melakukan penertiban dengan cang yamanis,
bagaimana biar hubungan dengan masyarakat bisa baish

(Hasil wawancara 25 januari 2017)

Dari hasil wawancara penulis dengan Satuan Padisidhg Praja, pihak
Satuan Polisi Pamong Praja mengaku berusaha senakeiungkin untuk
melakukan kontak dengan pedagang kaki lima, danaSaPolisi Pamong Praja
berusaha dengan cara persuasif agar stigma yaaiy retlekat kepada mereka
sebagai aparat yang arogan dapat berubah dimag@dagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukeh pkenulis kepada
seluruh informan mengenai hubungan kontak sosiatlapat perbedaan
pengakuan atau pendapat yang bertolak belakanigdatar yang diperoleh oleh
penulis bahwa seluruh informan pedagang kaki linemgaku jarang melakukan
kontak sosial dengan Satuan Polisi Pamong Prajgjahketua forum pedagang
kaki lima yang sering melakukan kontak sosial den§atuan Polisi Pamong
Praja, hal ini dilihat dari seberapa sering mereleakukan hubungan kontak
sosial. Sementara data yang diperoleh dari hasilaneara dengan pihak Satuan
Polisi Pamong Praja Seluruh informan mengemukaledmwh sering melakukan
kontak sosial dengan para pedagang kaki lima ternadsngan ketua forum
pedagang kaki lima di Pasar pagi, mereka juga nmkengalak ada kendala.
Mereka melakukan kontak sosial secara langsungaaebertatap muka, berjabat
tangan ataupun berdialog dengan para pedagangrkaki
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Hubungan Komunikas antara Pedagang Kaki Lima dengan Satuan Polis
Pamong Praja

Syarat terjadinya interaksi sosial dari sudut pagdaosiologis salah
satunya adalah terjadinya komunikasi, apabiladef§amunikasi yang baik dan
lancar maka akan menentukan hubungan sosial yakgdehingga tidak terjadi
konflik atau masalah antara pedagang kaki lima @ergatuan Polisi Pamong
Praja, karena syarat terjadinya interaksi sosialaddadanya komunikasi.

Walgito (2000:75), mengemukakan bahwa komunikasupekan proses
penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yangyameéunng arti baik
berwujud informasi, pemikiran, pengetahuan ataupwang lain-lain dari
penyampai atau komunikator kepada penerima atawithideam.

Tujuan dari komunikasi yang dilakukan oleh SatuahsPPamong Praja
adalah selain menyampaikan tentang Peraturan Dgegah diharapkan agar
dapat membawa pedagang kaki lima ke dalam suasegn@enyesuaian dengan
aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Komunikasi yang baik sangat diperlukan agar pengaminformasi oleh
petugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat diteranadgpbahami oleh pedagang
kaki lima, pendekatan humanistis dilakukan untugkg¥itas komunikasi yang
dijalankan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Repada para pedagang kaki
lima dalam upaya berinteraksi terbuka dan jujurajugtuk mengurangi resiko
terjadinya konflik antara kedua belah pihak, menyaikan pesan tidak hanya
menuntut pedagang kaki lima apa yang harus dilakuk#lainkan juga
menjelaskan alasannya mengapa hal itu harus daaikuk

Tabel Hubungan Komunikasi Pedagang K aki Lima dengan
Satuan Polis Pamong Praja
No Nama Sering melakukan Tidak Sering melakukan
komunikasi komunikasi

Informan 1
Informan 2
Informan 3
Informan 4
Informan 5
Informan 6
Informan 7 4
Total 1
Sumber Data : Hasil olahan Data Primer

NNANENANENAN

N[OOI~ WIN|EF

»

Dari tabel penyajian data hasil penelitian yangaldikan penulis
diperoleh data bahwa seluruh pedagang kaki limRadiar Pagi mengaku jarang
melakukan komunikasi dengan Satuan Polisi PamomgaPsementara ketua
forum pedagang kaki lima di pasar pagi mengaku nueyga hubungan
komunikasi yang baik dan sering melakukan komumik@ngan Satuan Polisi
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Pamong Praja. Sementara dari pihak Satuan PolisoRg Praja mengemukakan
bahwa sering melakukan komunikasi dengan pedagakiditha maupun dengan
ketua forum pedagang kaki lima. Dari data padaltébgang mana seluruh
pedagang kaki lima mengaku jarang melakukan konasnitengan Satuan Polisi
Pamong Praja, hal ini sangat berbeda dengan pamygiihak Satuan Polisi
Pamong Praja.

Tabel Hubungan Komunikasi Satuan Polis Pamong praja dengan
Pedagang Kaki Lima
No Nama Sering melakukan | Tidak sering melakukan
komunikas komunikas

1 Bpk. Bambang Irawan
2 Bpk. H. Umar
3 Bpk. M. Yunan
Total
Sumber Data : Hasil olahan Data Primer

SIRNENAN

Berikut ini adalah beberapa kutipan dari hasil igae lapangan tentang
komunikasi pedagang kaki lima dengan Satuan P&@&nong Praja dengan
informan 4 :

“Saya jarang berkomunikasi dengan satpol pp, saygaj kerja
begini sudah lama, sudah izin sama yang punya sab®lumnya.
Kita jualannya juga tidak mengganggu lalu lintadak dipinggir
jalan”. (Hasil wawancara 30 desember 2016)

Sementara wawancara dengan informan 5 yang tefalatzan selama
kurang lebih 10 tahun :

“Kalau komunikasi sama satpol pp jarang, kadang&agl saja.
Satpol pp juga kalau ada paling lewat saja cumargateliling
jarang singgah, saya juga jualannya dipinggir’ (Heevawancara
17 desember 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwaygkaan dari pedagang
kaki lima jarang melakukan komunikasi dengan SatBalisi Pamong Praja,
pedagang kaki lima menyatakan bahwa Satuan Pdising mendatangi
pedagang dan hanya sekedar lewat ketika melakukaalip hal ini di tunjang
dari pernyataan informan 6 yang berjualan barutasels bulan, dan selama
berjualan belum pernah mendapat teguran ataupurbgréahuan dari Satuan
Polisi Pamong Praja:

“Saya belum pernah komunikasi dengan satpol pp msatama

jualan disini belum pernah ada teguran atau suraimberitahuan

dari satpol pp, satpol pp lewat-lewat saja” (Hasilawancara 17

desember 2016)
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Wawancara dengan ketua forum pedagang kaki lima :

“Satpol pp sering kesini, saya sering komunikasigdn satpol pp.

Kalau ada pembongkaran atau sekedar patroli unturiksa

keadaan disini. Kita diminta biar daerah sini bérsapa lagi kalau

ada penilaian kota sehat pasti sering kesini” (Hasiawancara

januari 2017)

Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang kala Imengenai
komunikasi, seluruh pedagang kaki lima mengakungmaelakukan komunikasi
dengan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini tekadina menurut mereka Satuan
Polisi Pamong Praja hanya sekedar lewat ketika kukén patroli dan tidak
pernah melakukan komunikasi ketika melakukan patB@mentara ketua forum
pedagang kaki lima mengaku sering melakukan konagnitengan Satuan Polisi
Pamong Praja, mereka dihimbau agak menjaga kebar$ilgkungan dan turut
membantu menjalankan peraturan daerah yang ada.

Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara pendésgan pihak Satuan
Polisi Pamong Praja mengenai komunikasi antaraaBaRolisi Pamong Praja
dengan pedagang kaki lima :

“Kami sering melakukan komunikasi, dalam sebupsiing tidak

satu sampai tiga kali kita sosialisasikan, kita ib@enyuluhan,

menyampaikan peraturan-peraturan pemerintah dengara pkl

juga dengan ketua pkinya. Kita minta kerjasama, uthglan dan

partisipasinya biar tidak terlihat kumuh, biar bérsupaya kita bisa

dapat penghargaan kota sehat” (Hasil wawancara &auyari 2017)

Hasil wawancara ini didukung dengan pernyataan B&paUmar yang
mengatakan bahwa:

“Sangat sering kepasar pagi, setiap hari juga anggpasti patroli.

Kalau untuk penertiban itu relatif, tapi paling &kl dalam sebulan
satu atau dua kali kita kesana. Wilayah kerja shfgoini kan luas
bukan cuma dipasar pagi” (Hasil wawancara 25 janu2017)

Hubungan komunikasi antara pedagang kaki lima der@gtuan Polisi
Pamong Praja terdapat perbedaan pernyataan yatgjakelpelakang baik dari
pedagang kaki lima maupun dari pihak Satuan PBashong Praja sama halnya
seperti kontak sosial yang telah dibahas sebeluyrsgparuh pedagang kaki lima
mengaku jarang melakukan komunikasi dengan pihakaSaPolisi Pamong
Praja, bahkan ada dari pedagang kaki lima yangnbglarnah berkomunikasi
atau belum pernah mendapat teguran. SementaranSBolsi Pamong Praja
mengaku sering melakukan komunikasi dengan peddgaadima di Pasar Pagi
dan hampir setiap hari melakukan patroli.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh pendengan semua
informan diperoleh data bahwa komunikasi antaraagadg kaki lima dengan
Satuan Polisi Pamong Praja masih terbilang jar@ag komunikasi yang bersifat
singkat dan tidak berkepanjangan sehingga hal ienymbabkan kurangnya
kesadaran pedagang kaki lima untuk mentaati pamatysing ada. Belum adanya
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usaha ataupun rencana untuk melakukan pertemuak mr@lakukan komunikasi

yang lebih mendalam dalam usaha mencari titik teckari permasalahan yang di
hadapi oleh kedua belah pihak. Keengganan darigaedakaki lima untuk

melakukan komunikasi dengan Satuan Polisi Pamomga Ruga dikarenakan
prasangka negatif yang telah melekat terhadap Sd&absi Pamong Praja yang
sering bertindak arogan dan kasar, inilah yang mieslykan proses komunikasi
menjadi terhambat, sehingga membuat interaksi amadagang kaki lima dan
Satuan Polisi Pamong Praja menjadi tidak berjalan.

Kesimpulan

1.

Saran

Terjadi perbedaan pernyataan dari pedagang kaki dian Satuan Polisi
Pamong Praja, pedagang kaki lima menyatakan jarelgkukan kontak
sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja, semep&rg/ataan dari
Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan sering melakkontak dengan
pedagang kaki lima maupun ketua forum pedagang lkak di Pasar
Pagi. Jarangnya terjadi kontak sosial antara pedpgaki lima dengan
Satuan Polisi Pamong Praja akan menyebabkan paefdili@n pedagang
kaki lima yang berjualan disembarang tempat dam ddeadampak pada
ketertiban umum seperti kekumuhan, lingkungan y&otpr ataupun
mengganggu arus lalu lintas.

Komunikasi antara pedagang kaki lima dengan SaRmlisi Pamong
Praja hanya terjadi pada saat proses sosialisasantg peraturan-
peraturan daerah yang berkaitan dengan laranggnalaer di daerah-
daerah tertentu ataupun hanya pada saat penediils@kitar Pasar Pagi.
Baik dari pihak pedagang kaki lima maupun pihalu&atPolisi Pamong
Praja belum pernah mengadakan pertemuan secarai nestak
melakukan komunikasi mencari jalan keluar dan titdngah dari
permasalahan yang sedang di hadapi agar pedagdndirka dapat
berjualan dengan aman serta nyaman dan SatuanfRoti®ng Praja bisa
melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegakrBerBaerah di Kota
Samarinda.

Pedagang kaki lima hendaknya lebih terbuka kepadwma8 Polisi
Pamong Praja agar lebih mudah untuk berinteraksi deendapat
pengetahuan mengenai peraturan yang berlaku daatuper yang
mengatur tentang pedagang kaki lima.

Diharapkan para pedagang kaki lima untuk turut rakadg pemerintah
dan bisa bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamoag Balam
menjalankan peraturan yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan agar lehiimgsenelakukan
komunikasi dengan pedagang kaki lima dan selalako&bn komunikasi
persuasif untuk menghindari kemungkinan terjadifkpeaflik.
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4. Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya menempatiggotamya untuk
berjaga di sekitar Pasar Pagi, dengan tujuan umbgknantau para
pedagang kaki lima di kawasan tersebut.

5. Pemerintahan Kota Samarinda hendaknya lebih memfieah pedagang
kaki lima dengan memfasilitasi dan menyediakan tniyerjualan yang
strategis untuk pedagang kaki lima.
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